BAB Il

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Pelaksanaan alih fungsi Lahan Sawah Dilindungi untuk kegiatan
pembangunan perumahan di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041. Alih fungsi lahan untuk pembangunan
perumahan mengutamakan RTRW Kabupaten Klaten. Lokasi lahan untuk
perumahan yang sudah sesuai dengan RTRW Kabupaten Klaten akan tetapi
masuk dalam penetapan peta LSD, dapat dikeluarkan dari penetapan peta LSD
dengan memperoleh rekomendasi perubahan penggunaan tanah oleh Menteri
ATR/BPN cq Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan
Ruang (PPTR).
B. SARAN
Pembuatan peraturan memerlukan koordinasi yang komprehensif yaitu
koordinasi yang menyeluruh, lengkap, dan mencakup berbagai aspek.
Penetapan peta LSD oleh Kementerian ATR/BPN hendaknya bersesuaian

dengan RTRW Kabupaten.
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